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BAB 5  

PENUTUP 

 

 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Panti asuhan dapat dijadikan wali atas anak panti asuhan yang tidak 

berada di bawah kekuasaan orang tua dan hidup sebatang kara berdasarkan 

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan 

bahwa apabila orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau 

tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau 

badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari 

anak yang bersangkutan. Wali yang ditunjuk tersebut agamanya harus sama 

dengan agama yang dianut anak. 

 

Penunjukan wali bagi yayasan panti asuhan harus melalui penetapan 

pengadilan. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 365 KUH Perdata serta 

diatur pula di dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan 

melalui penetapan pengadilan. Dasar kewenangan suatu yayasan untuk 

menjadi wali adalah apabila diperintahkan oleh pengadilan, sepanjang tidak 

ada penetapan dari pengadilan yang menunjuk yayasan tersebut sebagai wali 

maka bukan perwalian.  
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2. Panti asuhan dapat dijadikan ahli waris atas anak panti asuhan yang 

tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan hidup sebatang kara 

jika anak asuh tersebut masih tidak memiliki sanak saudara sama 

sekali dan tidak meninggalkan wasiat kepada siapapun, serta masih 

dalam asuhan panti asuhan tersebut. Namun hal ini harus lah 

berdasarkan keputusan hakim yang berwenang. 

 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat dapat peneliti berikan berdasarkan hasil dalam 

kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Seharusnya terdapat aturan yang mengatur bahwa untuk anak yang 

hidup sebatang kara dan di asuh oleh panti asuhan, secara hukum panti 

asuhan diwajibkan menjadi wali dari anak tersebut tanpa pengajuan ke 

pengadilan dan berdasarkan keputusan hakim. Melihat alasan bahwa 

anak sebatang kara sudah pasti tidak memiliki orang tua atau saudara 

yang dapat menjadi wali nya maka harus ada pihak yang 

bertanggungjawab untuk mengurusi hubungan hukum yang akan ia 

jalani kelak, termasuk mengurusi harta bendanya. Kemudian untuk 

panti asuhan yang sudah ditunjuk dan ditetapkan oleh hakim menjadi 

wali atas anak asuhnya selain menjalani fungsi dan kewajibannya 

sebagai lembaga sosial panti asuhan, panti asuhan juga wajib 

menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-

undang dan KUHPerdata, dan menghindari seluruh hal yang tidak 

diperbolehkan di dalam Undang-undang dan KUHPerdata. 

 

2. Seharusnya terdapat aturan hukum di Indonesia mengenai siapa yang 

berhak menjadi ahli waris yang mencakup aturan  mengenai siapa yang 

berhak menjadi ahli waris terhadap anak sebatang kara yang tidak 

memiliki keluarga dan saudara sama sekali serta tidak meninggalkan 
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wasiat kepada siapapun. Hal ini bertujuan untuk membuat kejelasan 

dan kepastian hukum terhadap kemana jatuhnya harta yang dimiliki 

anak sebatang kara jika ia memiliki harta peninggalan saat ia 

meninggal, sehingga harta tersebut tidak sertamerta langsung jatuh 

kepada negara. 
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